
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 54 TAHUN 2019I

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN I,AYANAN UMI'M DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TERAWAS

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa rmtuk melaksanakan ketentuar Pasal 36

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Pelayanan Minimal pa.da Pusat Kes€hatan Masyarakat

Terawas Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia Di

Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182U;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55E7)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhA

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undalg-Undalg

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint€han

Daerah (lembara-n Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat
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Feratrran Menteri Da.lam Negeri Nomor 79 Tahun

2O18 tentang Badan Layanan Umum Daerah @erita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

12 r3);

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

I(abupat€n Musi Rawaa (Izmbaran Daerah

KabupaGn Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O),

MEMUruSKAN:

MenetaPl(aN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PET.AYANAN

MIMMAL BADAN LAYANAN I,,MUM DAERAH PADA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 'IERAWAS

KABI'PATEN MUSI RASIAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paeat f

Datram Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Ihbupaten adalah KabuPatm Musi Rawae.

2. Femerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat

daerah sebagai unsur penyelengara Pcmerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupa.ti Musi Rawas.

4. Dinas Keschatan adalah Dinas Kesehatan Kabupat n

Muei Rawas.

5. Badsn Iayanan Umum Dacrah yang selaqiutnya

disebut BLUD adaJah Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Unit Kcrja pada Satuan Kerja Ferangkat Daerah

di rjngtqrrgcrr Pemerintah l(abupaten Musi Rawas

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan bararrg dan/atau jasa

yang dijualkan mengutamaLan mencari keuntungan,

dan dalam melakukan llegiatan nya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produlrtivitas.

3.
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6. Pola PengeloLaan Keuangan BLUD, yang setanjutnya

disinskat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaal

untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan keualgan daerah pada

umumnya.

7. Pusat Kesehatan Masyara}at, yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat

Terawas yang merupakan sarana pelayanan kesehatart

fungsional dart merupakan Unit Kerja Perangkat

Daerah yang menalgani urusan kesehatan dalam

rangka memberikan pelayanan secara menyeluruh dan

terpadu kepada masyarakat.

8. Pelayanan keschatan adalah kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatl€n status kesehatEn, mencegah

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

memantau perkembaagan penyakit, mencegah

kecacatan, dan merehabilitasi kesehatan pasien.

9. Pelayanan kesehatan dasar adalah Felayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas,

Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan

Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (PKD), Pusat

Pelayarrarr Terpadu (Posyandu) dalam rangka

pemeriksaan an€unnesa, observasi, diagnosis sampai

dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa

obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.

10. Pelayanar tindalan khusus adalah pelayanan tingkat

lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wcwenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang telah
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memperoleh pelayenan kesehatan dan karcna penyakit

nya memerlukan tindakan khusus atau tindakan

lanjutan pengobatan.

11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien

untuk obscrvasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,

r€habilitasi medic atau kesehatan l,ain nya dengan

menempati tempat tidur Puskesmas Rawat Inap.

12. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan keschatan

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepat nya

untuk mencegah dan/ ateu menarrygulangi resiko

keEatian atau cacat.

13.St ndar Felayanan Minimal yang selanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesifikasi t lrfs tentang

tolak ukur layanan minimal yarg diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

14. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang

diberikan oleh PNkesmas kepada masyaral<al

15. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinetja yang

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepue8sn pada masyaratat serta pihat lain, tata

pcnyelenggaraan n1,a sesuai standar yang telah

ditetapkan.

16. Defnisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan

untuk menjelaskan pengertisn dari indicator upeya

keschatan perorangan dan upaya kesctratan

maByara.kat.

17. Sumbcr data adalah srmber bahannya atau

keterangan yang dapat dliadikan dasar kajian yang

bcrhubungan langsung dengan persoalan.

18. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah upaya keschatan yang bertujuan

untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan

kesehatan perseorangan dan keluarga-
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19. Upaya Kesehatan MaEyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang

bertujuan memelihara, meningkatkan kesehatan dan

mencegah penys.kit suatu kelompok dan masyarakat.

20. Upeya penyediaan data kes€hatan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk
melakukan pengumpulan data, pengolahan darr

analisis data hasil kegiatan upaya keschatan

perorangan, upaya keschatan masyaraliat, dan

pembcrdayaan maErarakat yang berhJuan untuk
mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang

mempcngamhinya.

BAB U

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar Pclayanan Minirnal .li"naksudLan untuk
memberi panduan kepada Pemerintah l(abupaten

dalam mclaksanakan lrcrencanaan, peleks'nren,

pengendalian, pengas,asan dan pertanggungiawaban

pcnSrclengaraan SPM pada Puskesmas.

(2) Standar Felayanan Minimal ini bertujlrsn untuk
meningfutkan dan menjamin mutu pelayanan

keschatan kepada masyarakat.

BAB III

JEMS PEIAYANAN, INDITATOR, STANDAR NII,^AI,

BATAS WAISU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PELAYANAN MIMMAL

Bagian Kesahr

Jenis Felayanan

Pasal 3

Puskesmaa mempunyai tugas meliaksanalian pelayanan

kesehatan dengan mengutanakan penc€gahan (prumtifi ,
penyembuhan (Iorruril), pemulihan felwbilitntifl y*4
dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan

(prontotifl gert8. ]upya rujukan.
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Bagian Kedua

Jenis Felayanan, lndikator, Standar Nilai, dan Betas

Waldu Pencapaian

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan untuL Puskesmas, meliputi :

a. Upaya Keeehatan Ferscorangan, meliputi :

l) Pel,ayanan Gawat Darurat;

2) Pelryanan Rawat Jalan;

3) Felayanan Rawat Inap;

4) Fersalinan;

5) Pelayarrarr Laboratorium S€derhana;

6) Pelayanan Farmasi;

4 klayanan Gizi;

8) Pelayanan Rekao Medik;

9) Fenoelolaan Umbah;

10) Adninistrasi dan Manajemen;

l rl Felayanan Ambulan ;

12) Femelibaraan;

13) Pencegahan dan Fengendalian; darr

I 4) Pelayanan Keamanan;

b, Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi:

l) Pcl,Eyanan Kesehatan l[g tlornil;

2) Felayanan Keschatan Ibu Bersalin;

3) Pelayanan Keschatan Bayi BarL Lahir;

4) Pelayanan Kesehetan Bdita;

5) Felayanan Keschatan Pada Usia Fendidikan

Dasar;

6) Pelayenan Kesehatan Pada Usia Produkiq

4 Pelayanan lcsehatan Pada Usia lrnjut;
8) Pelayanan Kesehatan Fenderita HiFrtensi;

9) Pelayanan Keeehatan Pendedta Diabetes

Miletus;

10) Pelayanan lGsehatan Orang deng9n Ganggusn
Jiwa Beraq

11) Pelayanan IGschatan orang dengen Its; dan
12) Pelayanan Keschatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HM.
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(2) Indikator, Btandar nilai, batas wakhl pencapaian pada

setiap jenis pelayanan untuk upa;ya kesehatan

perseorangan pada Puskesmas tercantum dalam

Iampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Indikator, Btandar nilai, batas waldu pencePaian pada

jenis pelayanan untuk upaya kesehatan masryarakat

pada Puskesmas, tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEI,AKSANAAN

Pasal 5

(U PuskerDas lmng menerapkan PPK BLUD wdib

melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam

Peraturan Bupati ini.

(2) Kepala Puskesrnas sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) bertanggung jawab dalam penyelengaraan

pelayanan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di

tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM

dilekukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan

komlrtensi yang s€suai dengan ketentuan p€raturan

perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

(U Kepala Puskesmas ;rang menerapkan PPK BLUD

menyu3un rencana kerja dan anggaran, target, scrta

upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu peliayanan

tahunen Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rencana kerja dan angaran scbagaimana dimaksud

pada ayat (U, disusun dengan menggunalon format

Rencana Bisnis dan AnSgaran.



(3) Setiap pelaksanasn pelayanan, dan penyelenggaraan

pclayanan yang menjadi tugasnya, dilal<sanakan

dengan mengacu pada SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAV/ASAN

Bagial Kcsatu

Pembinaan

Pas8l 7

(1) Pembinaan teknis Puskesmas ysng menerapkan PPK

BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan keuangan Puskeamas yang mencrapkan

PPK BLUD dila-kukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan

(PFKD).

(3) Pembinaan sebagaimana dima.ksud pada ayat (f) dan

ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

petunjuk teknis, bimbingan telmis, pendidikan dan

latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :

a. perhitungal sumber daya dan dana yang

dibutuhkan untuk mencapai SPM;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan

penetapan target tahunan pencaPaian SPM;

c. penilaian prrstasi kerja p€ncapaian SPM;

d. peLaporan prestasi kerja pencapaian SPM;

e. penlnBunan peraturan pen:ndang-undangan

untuk implementasi PPK BLUD pada Puskesmas

yang bersangkutan;

f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Angggran;

g. Pelaksanaan anggaran; dan

h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

(1) Pengawaean dilakukan oleh Perangkat Daeralt

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
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(21

(3)

Selain pcngawasal yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

oleh pengawas internal.

Pengawas intfmal sebagaimana dima.ksud pada ayat

(2],, dilakaanakan oleh intemal auditor yang

berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangian.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(1) BLUD yang mcmiliki realisasi nilai omsct tahunan

menurut laporan operasional atau nilai aset menurut

neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk

dewan lrngawas.
(2) Jumlah anggota dewan pengawas] sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga)

orang atau 5 [ima) orang dan seorang di antara

anggota dewal pengawas ditetapkan s€bagai ketua

dewan pengawas.

(3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dan judah anggota dewan pengax'as sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(4) Dewan pengawaa dibentuk dengan keputusan

Bupati ataa usulan pemimpin BLUD.

Pasal 10

(1) Dewan pctr8awas bertugas mclalcukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang

dilakukan oleh pejabat pengelol,a sesuai dengan

ketentuan peraturan perundalg-undangan.
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l2l Dewan pengawas berkewajiban:

a. memberikan p€ndapat dan saran kepada Bupati

mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat

pengeloLa;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan

memberikan pendapat serta saran kepada Bupati

mengenai setiap masalah yang dianggap penting

bagi pcngelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Bupati tcntang kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola

dala.m melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik

keuangan maupun non Berta

memberikan saran dan catatan-catatan p€nting

untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelolia BLUD;

dan

f. memonitor tindak lanjut hasil eva.luasi dan

penilaian kinerja.

Dewan pengawas melaporkal pelaksanaan tugasnya

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati

secara berkala paling scdikit I (Batu) kali dalarn satu

tahun dan sewaldu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 1 1

Anggota dew6r pengawari .lrt.at terdiri dari unsur-

unsur:

a. pcjabat Pcrangkat Daerah 5rang bcrkaitan dcngal

kegiatan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yarg membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatsn BLUD.

Pengangkatan anggota dewan pengawas ti.lFk

bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat

pengelola BLUD;

(3)

(1)

(21
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(3) Kdteria yang dapat diusulkan menjadi dewan

pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masal,ah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD,

serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan

tidak pemah dinyatakan pailit atau tidak

pemah menjadi anggota direksi atau komisaris,

atau dewan pengawas yang dinyatakan ber3alah

sehingga menyebabkan suatu badsn usaln
pailit atau orang yang tidak pernah melalukan

tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi da.lam bidang manajemen

keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai

komitmen terhadap peningkatan kualitas

pelayanan publik.

Pasal 12

Masa jabatan anggota dewan l)engawas ditetapkan

selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali

untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum

waktunya oleh Bupati.

Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum

waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

apa.biLa:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b, tidak melaksanakan ketentuan perundang-

undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan

tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan

dengan tugasnya melaksanalan pengawasan atas

BLUD.

(1)

(21

(3)
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Pasal 13

(1) Bupati dapat mengangkat sekrctaris dewan pcngau/as

untuk mendukung kelancaran tugas dewan Fngawas,
(2) Sekretaris dcwan pengawa8 sebeSaimana dimaksud

pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan

pcngawas.

Pasal 14

Segal,a biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan

tuSas dewan pengawas dan selqetaris dewan pcngawas

dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pereturan Bupati ini mulai berlalru pada tsnggal

diundangkan.

Aaar setiap oraDS mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan

pcncmpatannya dalam Berita Daerah l(abupaten Musi

Rawas.
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11.

Ditctapkan di Muara Beliti
pada tsnggal 6 .leflubt" 2g1g
BUPA?I RAWAS,

IJNA{'AN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal C q'+'altbr 2O].9
SEKRETARIS DAERA}T

TABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUS! RAWAS TAHUN 2Ol9 NOMOR.+
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